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ABSTRAK : -

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang
menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat
pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa nomor 21/PP.07-BA/7102/2026 tanggal 1 April
2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Triwulan | Tahun 2026;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang
Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten
Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Triwulan | Tahun 2026.

Dasar Hukum Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);



CATATAN

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 3 Maret
2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun
2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 8 Tahun 2026 diatur tentang
Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Minahasa Provinsi
Sulawesi Utara Triwulan | Tahun 2026; Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Triwulan | Tahun
2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2026.
Lampiran 2 Halaman.



